
 

 

BUPATI SIDOARJO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 
NOMOR 71 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 

April 2022 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK             

Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH 
CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan 
Kemenkes, Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur Nomor 903/747.23/101.1/2022 tanggal 3 Februari 
2022 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan 

Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD 
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, serta dalam 
rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada Perangkat 

Daerah, perlu dilakukan perubahan keempat atas penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022;  
 b.  bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022 butir E. Hal Khusus Lainnya Nomor 23, Program, 
kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer 

yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaannya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dana 

Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, 
bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup 
tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan 

mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya 

dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2022, atau ditampung dalam LRA bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2021; 
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 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati 

Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;   

 

Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah  Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang  

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Nomor 4355); 

4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan   

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik inodnesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
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8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik inodnesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000          

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah     

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia                        

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia               

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018  

Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6279); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323); 

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden             
Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);  
22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 57);  
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015  Nomor 2036), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157);  
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);  

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6            

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 

Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 88);  

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 78); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                   

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2021 Nomor 4 Seri A); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 

Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022  (Berita Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 94), sebagaimana telah diubah 

beberapakali terkahir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 

Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 59), diubah 

sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 

direncanakan sebesar Rp.4.517.904.506.380,00 (empat triliun 
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lima ratus tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta lima 

ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang 

bersumber dari: 

a. pendapatan asli daerah; 

b. pendapatan transfer; 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pada Pasal 5 diubah, sehingga 

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 5 

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar 

Rp.2.700.931.847.000,00 (dua triliun tujuh ratus miliar 

sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat 

puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; 

b. pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar 

Rp.2.274.198.606.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh 

puluh empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta 

enam ratus enam ribu rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar 

Rp.426.733.241.000,00 (empat ratus dua puluh enam 

miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat 

puluh satu ribu rupiah). 

 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 7 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan 

sebesar Rp.5.467.605.437.517,00 (lima triliun empat ratus 

enam puluh tujuh miliar enam ratus lima juta empat ratus tiga 

puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja transfer. 

 

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) dalam Pasal 8 diubah, dan 

diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni            

ayat (3a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar                                      

Rp.3.693.025.415.344,00 (tiga triliun enam ratus sembilan 

puluh tiga miliar dua puluh lima juta empat ratus lima 

belas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 
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c. belanja bunga; 
d. belanja subsidi; 
e. belanja hibah; dan 
f. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.612.301.410.057,00 
(satu triliun enam ratus dua belas miliar tiga ratus satu 
juta empat ratus sepuluh ribu lima puluh tujuh rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada           
ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar 
Rp.1.684.918.237.449,00 (satu triliun enam ratus delapan 
puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta dua 
ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh 
sembilan rupiah). 

(3a) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)            
huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah). 

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf d, direncanakan sebesar Rp.2.520.000.000,00 (dua 
miliar lima ratus dua puluh juta rupiah). 

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)          
huruf e, direncanakan sebesar Rp.291.314.767.838,00 (dua 
ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat belas 
juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga 
puluh delapan rupiah). 

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada            
ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar 
Rp.101.971.000.000,00 (seratus satu miliar sembilan ratus 
tujuh puluh satu juta rupiah). 
 

5. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dalam 
Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 9 
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar 
Rp.1.085.871.942.146,00 (satu triliun delapan puluh 
lima miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta 
sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus empat 
puluh enam rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja modal tanah; 
b. belanja modal peralatan dan mesin; 
c. belanja modal gedung dan bangunan; 
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan 
e. belanja modal aset tetap lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada           
ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar 
Rp.164.838.804.900,00 (seratus enam puluh empat 
miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan 
ratus empat ribu sembilan ratus rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar 
Rp.220.210.327.009,00 (dua ratus dua puluh miliar dua 
ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu 
sembilan rupiah). 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar 
Rp.165.143.960.080,00 (seratus enam puluh lima miliar 
seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam 
puluh ribu delapan puluh rupiah). 
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(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar 

Rp.531.056.666.581,00 (lima ratus tiga puluh satu 

miliar lima puluh enam juta enam ratus enam puluh 

enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar 

Rp.4.622.183.576,00 (empat miliar enam ratus dua 

puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu lima 

ratus tujuh puluh enam rupiah). 

 

6. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 10 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar 

Rp.35.008.471.597,00 (tiga puluh lima miliar delapan juta 
empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan 
puluh tujuh rupiah). 

 
7. Lampiran I, lampiran II dan lampiran IV diubah, dan harus 

dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sidoarjo. 

 
 

Ditetapkan di Sidoarjo 

pada tanggal 23 Juni 2022  
 

       BUPATI SIDOARJO, 
 

                                                                                    ttd 

              

       AHMAD MUHDLOR 

 
 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal  23 Juni 2022 
 

  Pj.  SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO, 

 

       ttd    
 

ANDJAR SURJADIANTO 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 71 

 

NOREG PERBUP  71 TAHUN 2022SidoaoERBUP : 25 Tahun 2022 


